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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu  Kabupaten/Kota adalah badan  untuk
mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu di  wilayah
kabupaten/kota.

Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat,
badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri,
lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara
sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar
kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari
Bawaslu.

Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan Pemilu.

Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilu yang telah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu.
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BAB II

PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILU

Pasal 2

Pemantau Pemilu dapat dilaksanakan oleh:

a.
b.

Pemantau Pemilu dalam negeri; dan

Pemantau Pemilu luar negeri.

Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a.
b.

C.

Pemantau Pemilu nasional,
Pemantau Pemilu provinsi; dan

Pemantau Pemilu kabupaten/kota.

Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

a.
b.

C.

lembaga Pemantau Pemilu dari luar negeri;
lembaga Pemilu luar negeri; dan

perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Pasal 3

Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:

a.

berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah
atau pemerintah daerah;

bersifat independen;

mempunyai sumber dana yang jelas; dan
terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan

wilayah pemantauannya.

Bagi Pemantau Pemilu dari luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) selain memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, huruf c, dan huruf d, harus memenuhi persyaratan:

a.

mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai
Pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau
yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain
tempat yang bersangkutan pernah melakukan

pemantauan;
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b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu
dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
dan

c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA AKREDITASI PEMANTAU PEMILU

Pasal 4

Tata cara Akreditasi Pemantau Pemilu dilaksanakan melalui

tahapan:
a. pendaftaran;
b. penelitian administrasi; dan

C.

Akreditasi.

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 5

Pendaftaran Pemantau Pemilu dilaksanakan sebelum tahapan

penyelenggaraan Pemilu sampai dengan 7 (tujuh) hari

sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

(1)

(2)

Pasal 6
Pemantau Pemilu mengajukan permohonan untuk
melakukan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mendapatkan Akreditasi Pemantauan Pemilu.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang
disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bagi Pemantau Pemilu nasional, permohonan
disampaikan kepada Bawaslu dengan ketentuan
wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua)

provinsi;

b. bagi Pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan
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disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan
ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2
(dua) kabupaten/kota; atau
c. bagi Pemantau Pemilu daerah kabupaten/kota,
permohonan disampaikan kepada Bawaslu
Kabupaten Kota.
Pemantau Pemilu dari luar negeri dapat mengajukan
permohonan untuk melakukan Pemantauan Pemilu
kepada Bawaslu dengan mengisi formulir yang diperoleh

dari website Bawaslu.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat

kelengkapan administrasi yang terdiri atas:

a.

akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah
tangga atau sebutan lain;

profil organisasi/lembaga;

memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau
pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan
hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;

nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga;

nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;

alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan
ke daerah;

rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu;
rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah
yang ingin dipantau;

nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan
penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas
foto diri terbaru;

surat pernyataan mengenai sumber dana yang
ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu;
dan

surat pernyataan mengenai independensi lembaga
Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh ketua atau

sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.
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